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Nomor: 21 /KEP/MENKO/KESRA/IX/2006

TENTANG

PENUNJUKAN LEMBAGA PEMERINTAH SEBAGAI FOCAL POINT DAN PEMBENTUKAN
TIM PENGEMBANGAN SISTEM PERINGATAN DINI TSUNAMI DI INDONESIA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
SELAKU KETUA HARIAN BAKORNAS PB

Menimbang © a  bahwa sebagian besar wilayah Indonesia rawan akan terjadinya bencana gempa
bumi dan tsunami;

b. bahwa bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Nanggroc Acch
Darussalam dan Sumatera Utara serta Jawa Barat telah menyadarkan tentang
pentingnya dikembangkan Sistem Peringatan Dini Tsunami di Indonesia;

c. bahwa untuk mengembangkan sistem tersebut, Menteri Negara Riset dan
Teknologi telah mengkoordinasikan berbagai lembaga dalam menyusun
skenario besar Sistem Peringatan Dini Tsunami;

d.  bahwa untuk melaksanakan program tersebut, perlu dibentuk lembaga
pemerintah yang menjadi Focal Point Komponen Sistem Peringatan Dini
Tsunami dan dibentuk Tim Pengembangan Sistem Peringatan Dini Tsunami di
Indonesia dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat.

Mengingat . 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian.
Pengembangan, dan Penerapan [Imu Pengetahuan dan Teknologi:

2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005;

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 20035;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 20/P tahun 2005;

5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengkoordinasian Perumusan
dan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional lImu Pengetahuan
dan Teknologi.
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA
PEMERINTAH SEBAGAI FOCAL POINT DAN PEMBENTUKAN TIM
PENGEMBANGAN SISTEM PERINGATAN DINI TSUNAMI DI
INDONESIA

Menunjuk unit Lembaga Pemerintah seperti terdapat dalam Lampiran |
Keputusan ini sebagai focal point Komponen Pengembangan Sistem Peringatan
Dini Tsunami di Indonesia;

Membentuk Tim Pengembangan Sistem Peringatan Dini Tsunami di Indonesia
dengan susunan tim yang terdiri dari Dewan Penasihat, Pengarah dan Pelaksana,
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Il Keputusan ini;

Lembaga Pemerintah yang ditunjuk sebagai focal point Sistem Peringatan Dini
Tsunami di Indonesia mempunyai tugas :

I.  Kementerian Negara Riset dan Teknologi yang ditunjuk sebagai
Koordinator focal point Pengembangan Sistem Peringatan Dini Tsunami di
Indonesia bertugas mengkoordinasikan kegiatan teknis dan operasional
Pengembangan Sistem Peringatan Dini Tsunami di Indonesia dengan
semua instansi yang terlibat dan bertanggung jawab kepada Menteri
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

2. Pejabat Lembaga Pemerintah yang ditunjuk sebagai focal point komponen
Sistem Peringatan Dini Tsunami di Indonesia mempunyai tugas selalu
mengadakan koordinasi satu sama lainnya untuk setiap rencana dan
realisasi Komponen Sistem Peringatan Dini Tsunami di Indonesia dan
bertanggung jawab kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi:

Tim Pengembangan Sistem Peringatan Dini Tsunami di Indonesia mempunyai

tugas:

|.  Penasihat yang dipimpin oleh seorang Ketua bertugas memberikan masukan
yang bersifat kebijakan Pengembangan Sistem Peringatan Dini Tsunami di
Indonesia;

2. Pengarah yang dipimpin oleh seorang Ketua bertugas memberikan arahan
yang bersifat teknis dan operasional Pengembangan Sistem Peringatan Dini
Tsunami di Indonesia;

3. Pelaksana yang dipimpin oleh seorang Ketua bertugas mengkoordinasikan
kegiatan teknis dan operasional Pengembangan Sistem Peringatan Dini
Tsunami di Indonesia dengan semua instansi yang terlibat;

Biaya yang timbul atas pelaksanaan tugas Pengembangan Sistem Peringatan
Dini Tsunami di Indonesia dibebankan kepada anggaran masing-masing
lembaga.



KEENAM : Untuk lebih operasionalnya Pengembangan Sistem Peringatan Dini Tsunami di
Indonesia, Tim Pengembangan Sistem Peringatanan Dini Tsunami di Indonesia
dibawah Tim Pelaksana dapat dikembangkan lebih lanjut dengan membuat
Kelompok-Kelompok  Kerja sesuai keperluannya melalui Keputusan tersendiri
oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi yang ditunjuk sebagai
Koordinator focal point Pengembangan Sistem Peringatan Dini Tsunami di

Indonesia;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan
seperlunya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan : diJakarta
~ Padatanggal :26 September 2006
 Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Selaku Ketua Harian Bakornas PB

~ 7 Aburizal Bakrie

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

Ketua Bakornas PB;
Menteri Luar Negeri:

Menteri Perhubungan;
Menteri Pendididikan Nasional;
6. Menteri Komunikasi dan Informatika;
7 Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
Menteri Negara Riset dan Teknologi;
9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Menteri Kelautan dan Perikanan;
I1. Menteri Negara Lingkungan Hidup:
12, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
13. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
14. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
15. Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika;
16. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
17. Kepala Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia;
18. Kcpala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
19. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
20. Rektor Institut Teknologi Bandung.

|
2
3. Menteri Dalam Negeri;
4
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Lampiran I
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Nomor
Tanggal

No

1

Il

[§9]

(93}

. 21 /KEP/MENKO/KESRA/IX/2006
: 26 September 2006

LEMBAGA PEMERINTAH SEBAGAI
FOCAL POINT
KOMPONEN PENGEMBANGAN SISTEM PERINGATAN DINI TSUNAMI DI INDONESIA

KOMPONEN SISTEM

PERINGATAN DINI ' FOCAL POINT
TSUNAMI |
' KOORDINATOR ‘ KEMENTER]AN
PENGEMBANGAN ‘NEGARA RISET
'SISTEM  PERINGATAN DAN TEKNOLOGI
DINI TSUNAMI DI
' INDONESIA :
|
"KOMPONEN
OPERASIONAL
Seismic Monitoring ' BMG
(Deployment-Monitoring,
Processing, Analysis-
[)Issem/nan(m) |
. i e 4_,_ N —
Ocetmograpluc Momtormg i BPPT
(DART-Buoys System, Tide |
Guuges) ‘
Crustal Deﬁ)rnmtmn ‘ BAKOSU RTANAL

.Monitoring (GPS
Mem urement) 1

Operatwnal Center (Natl()na/ BMG

‘(. enter untuk Gempa Bumi |
.dan Tsunami, DART-Buoys ‘

Center, Tide Gauges Center,
GPS Center)

PEJABAT LEMBAGA
 PENANGGUNG | PEMERINTAH
| JAWAB | LAINNYA YANG
| TERLIBAT
! ENTERI NEGARA |KEMENTERIAN
'RISTEK KESRA.
I BAPPENAS.  DEP.
ESDM, DKP. DEP.
| KOMINFO, DEPLU.
| DEPDIKNAS,
| DEPBUDPAR.
| POLRI. TNL
DEPDAGRL.  KLI1.
BMG. BPPT. LIPIL.
BAKOSURTNAL.
'LAPAN,
| BAKORNAS PB. 111
" KepalaBMG  |DEP. ESDM. LIPI
|
TK;:paIa BPPT 'BAKOSURTA-NAL.
| |DKP, BMG
I
Kepala LIPLITB
BAKOSURTANAL
Kepala \BMG  BAKOSURTA-NAL.

|BPPT, LAPAN, ITB

|

l
L



5. Dissemination System BMG

Il | CAPACITY BUILDING

I.  Earthquake and Tsunami ~  BPPT
Modeling

2. 'HRD RISTEK

3. Conference/Workshop/ IRISTEK
‘Seminar/Meeting !

4 Penclitian dan Pengembangan - LIPI

Kebumian

‘Kepala éME o

'DEP. KOMINFO.
'DEPDAGRI, POLRI,
'TNI. BAKORNAS
'PB, RISTEK

Kepala BPPT

ITB, LIPI, BMG, DKP.
LAPAN,

| Deputi Menneg

iRISTEK Bidang
Pendayagunaan dan

' Pemasyarakatan Iptek

i Deputi Menneg
|RISTEK Bidang
i Pendayagunaan dan

' Pemasyarakatan Iptek

Deputi Bidang Iimu
Pengetahuan
- Kebumian

KEMENTERIAN
KESRA, BAPPENAS.
DEP. ESDM,  DKP.
DEP. KOMINFO.
DEPLU, DEPDIKNAS.
'DEPBUDPAR. POLRI
'TNI, DEPDAGRI. KLII,
'BMG, BPPT. LIPL
' BAKOSURTNAL.
|LAPAN, BAKORNAS
'PB, ITB

'KEMENTERIAN
|KESRA, BAPPENAS,
DEP. ESDM,  DKP.
' DEP. KOMINFO.
'DEPLU, DEPDIKNAS.
'DEPBUDPAR. POLRL,
'TNI. DEPDAGRI. KLLI.
BMG, BPPT. LIPL
'BAKOSURTNAL.
'LAPAN, BAKORNAS
PB.ITB

'KEMENTERIAN
'KESRA. BAPPENAS.
‘DEP. ESDM.  DKP.
'DEP. KOMINFO.
'DEPLU. DEPDIKNAS.
| DEPBUDPAR. POLRI.
| TNI, DEPDAGRI, KLH.
'BMG, BPPT, LIPL
' BAKOSURTNAL.
LAPAN, BAKORNAS
\PB, ITB



Peningkatan Kandungan
|.okal Peralatan

IV MITIGATION,
EMERGENCY RESPONSE, |

I

“.

\REHABILITATION AND
RECONSTRUCTION

C ommunity Preparednes s
and Awareness

: Public Education

“Tsunamio Drill

V  SUPPORTING
'COMPONENT

Information and

Communication Technology

Geospatial Data and
Information

i

RISTEK

‘LIPI

I

' DEPDAGRI

| RISTEK

' DEP. KOMINFO

. BAKOSURTANAL

i

Deputl Menneg
'RISTEK Bidang

' Pendayagunaan dan

' Pemasyarakatan Iptek

!LIPI, BMG,
BAKOSURTANAL

ITB.

'Kepala LIPI

|
|
|
|

DEP. ESDM,
BAKORNAS PB.
DEPDAGRI. KLH,

DKP, DEPDIKNAS

‘\ Direktur Jenderal
‘PUM

% Deputi Menneg

|RSITEK Bidang
‘Pendayagunaan dan
i Pemasyarakatan Iptek

Dirjen Sarana
'Komunikasi dan

Diseminasi lnformas:

Kepala
? BAKOSURTANAL

'LAPAN

| KEMENTERIAN

|KESRA, BAPPENAS.
'DEP. ESDM.  DKP.
| DEP. KOMINFO.
}DEPLU, DEPDIKNAS,
| DEPBUDPAR. POLRL
| TNI, DEPDAGRI. KLH,
'BMG,  BPPT.  LIPI.
'BAKOSURTNAL.

'LAPAN. BAKORNAS
.PB,ITB
EDEP.
| DEPBUDPAR.  BMG.
%DKP, POLRI,  LIPL
'TNI, DEPDAGRI. KLH.
BMGLIPL.  LAPAN,

KOMINFO.

{BAKORNAS PB. I1B

'BMG, BPPT.
'BAKOSURTANAL,
RISTEK. LAPAN.KLI!

DEPDAGRI,
'KLH

M“éﬁfen

;}dlnator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Selaku K;em{i Pi?man Bakornas PB,



Lampiran 1

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Nomor :21 /KEP/MENKO/KESRA/IX/2006

Tanggal : 26 September 2006

TIM PENGEMBANGAN SISTEM PERINGATAN DINI TSUNAMI DI INDONESIA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KESEJAHTERAAN RAKYAT

Ketua :

DEWAN PENASIHAT
Menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat

TIM PENGARAH

Ketua Menteri Negara Riset dan Teknologi

Wakil Ketua | - Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika, BMG
Wakil Ketua Il Deputi Menko Kesra Bidang Kesejahteraan Sosial
Wakil Ketua Il

Pemasyarakatan Iptek

Deputi Menneg Ristek Bidang Pendayagunaan dan

Anggota :

OO EWN =

10.
M.
12,
13.

Menteri Luar Negeri

Menteri Dalam Negeri

Menteri Perhubungan

Menteri Pendidikan Nasional

Menteri Komunikasi dan Informatika
Menteri Perencanaan dan Pembangunan
Nasional/ Ketua BAPPENAS

Menteri Negara Riset dan Teknologi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Menteri Kelautan dan Perikanan

Menteri Negara Lingkungan Hidup
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Panglima Tentara Nasional Indonesia

Anggota :

1. Deputi Kepala BMG Bidang Sistem 9. Deputi Kepala Kepolisian Negara Rl
Data dan Informasi, BMG Bidang Operasi.

2. Deputi Kepala LIPI Bidang limu 10. Kepala Staf Umum TNI
Pengetahuan Kebumian 11. Rektor ITB

3. Direktur Jenderal Sarana 12. Deputi Kepala BPPT Bidang
Komunikasi dan Diseminasi Informasi, Pengembangan Sumber
DEPKOMINFO Daya Alam

4 Deputi Kepala LAPAN Bidang 13. Deputi Kepala BAKOSURTANAL
Penginderaan Jarak Jauh Bidang Pemetaan Dasar

5 Sekretans Jenderal Departemen 14 Deputi Menneg Lingkungan Hidup
Luar Negeri Bidang Pembinaan Sarana Teknis

6 Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, dan Peningkatan Kapasitas
DEPDAGRI 15. DeputiKepala BAKORNAS PB

7. Kepala Badan Geologi, DEP ESDM Bidang Penanggulangan Bencana,

8. Direktur Jenderal Pengembangan 16. Kepala Badan Riset Kelautan dan
Destinasi Parnwisata, DEPBUDPAR Perikanan, DKP

17. Deputi Kepala BAPPENAS Bidang
Ekonomi
TIM PELAKSANA

Ketua Asistem Deputi Urusan Analisis Kebutuhan Iptek, RISTEK

Wakil Ketua | Kepala Pusat Sistem Data dan Informasi Geofisika, BMG

Wakil Ketua Il Asisten Deputi Urusan Kerawanan Sosial, Kementerian KESRA

Wakil Ketua Il - Asisten Deputi Urusan Difusi dan Diseminasi Iptek, RISTEK

Anggota :

1. Kepala Pusat Jaringan 12. Direktur Produksi Pariwisata,
Observasi, BMG DEPBUDPAR

2 Kepala Pusat Penelitian 13. Kepala Pusat Pengendalian dan
Geoteknologi, LIPI Operasi, POLRI

3. Kepala Pusat Penelitian 14. Kepala Pusat Pengendalian dan
Oseanografi, LIPI Operasi, TNI

4. Kepala Pusat Kependudukan, LIPI 15. Kepala Pusat Geodesi dan

5 Direktur Kelembagaan Komunikasi Geodinamika, BAKOSURTANAL
Pemerintah. DEPKOMINFO 16. Asisten Deputi Urusan Data dan

6. Direktur Manajemen Pencegahan dan Informasi Lingkungan, KLH
Penanggulangan Bencana. DEPDAGRI 17. Kepala Pusat Mitigasi Bencana

7 Kepala Biro Mitigasi, BAKORNAS PB Alam, ITB

8. Direktur Kerjasama Fungsional Asean, 18. Kepala Pusat Vulkanologi dan
DEPLU Mitigasi Bencana, DEP ESDM

9 Kepala Pusat Riset Kelautan dan 19. Kepala Pusat Pengembangan dan
Perikanan, DKP Pemanfaatan Teknologi

10. Kepala Balai Teknologi  Survei Penginderaan Jarak Jauh, LAPAN
Kelautan, BPPT 20. Direktur Industri Iptek dan BUMN,

11 Kepala Pusat Pemetaan Dasar BAPPENAS
Kelautan dan Kedirgantaraan,
BAKOSURTANAL

Menteri Kpordi

A Aburiz rB&l\IIL

jator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Harian Bakornas PB,




